PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ALAMAT : JALAN SOEKARNO — HATTA MALILI

SURAT PESANAN

SATUAN __KERJA — DINAS

TRANSMIGRASI ~ DAN  TENAGA

KERJA PEJABAT PENANDATANGAN
ot /PENGESAHAN ~ TANDA  BUKTI
SURAT PESANAN (SP) PERJANJIAN :

NOMOR DAN TANGGAL SP :

02/SP-PRINTER/TRANSNAKER/2022

TANGGAL 30 NOPEMBER 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kamal Rasyid, S.STP

Jabatan  Kepala Dinas

Alamat + Jalan Soekamo — Hatta Malili.
enandatangan/Per sahan Tanda Bukti Perjanjian;
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selanjutnya disebut sebagai Pejabat P

Nama

Jabatan

Alamat
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¢. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang. P
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian  memiliki

ew:ﬂlhan. '
a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di

dalam SP ini; dan
b, memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
¢. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia

seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada (23 Desember 2022)sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, Jalan Soekaro - Hatta ,
Malili - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima
Tanggal 27 Desember 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat. ._Il’aiandatanganfl’engeﬁahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP
: fbamng dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan d:







11 Hak Atas Kekayaan Intelektual _

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok
tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam
bentuk apapun.

b Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Peﬂandatangaanen'gcs?han
Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan
hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI,
termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI
lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi -

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah
serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau
mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan
tersebuf. '

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau me '
pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan .
Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkew
membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai d
Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Per
Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil






5 Pemutusan SP scbagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (14) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan[?eng:s.ahm Tanda
Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP
secara tertulis kepada Penyedia.

¢. Pemutusan SP oleh Penyedia 5

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai
berikut:

a akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal
mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

¢c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau
Adendum SP. : e

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan s_el.am-bai-_—_
lambatnya (14) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana  pemutusan SP  secara tertulis  kepada  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu
ereeribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk
setiap hari keterlambatan.
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17. Keadaan Kahar . .
a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan 'yang terjadi diluar kehendak para p
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang diten

'SP menjadi tidak dapat dipenuhi. b
b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan ten
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pe -
secara tertulis dalam waktu selambat-lambatn batnya 14 (

termasuk Keadaan Kat




2, mediasi, konsiliasi agay pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik

 Pemberian Komis;

njam bahwa tidak sam ; <y 'Paigbat.
| _ pun  personil satuan kerja  Pejabat
‘Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima Komisi dalam
gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak

SP mi Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelans

27 Desember 2022 L






PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Alamat : JI. Soekarno — Hatta Malili, 92981

; PEMBAYARAN
Nomor : 03/BAPP-PRINTER-APBDP/TRANSNAKER/2022
Tanggal, 13 Desember 2022

ferdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Pln'mdil Jasa:
Nama Penyedia : PT. HND GEMILANG SOLUSINDO
Nomor : 040/Eks-ADM/HGS/XII/2022
Tanggal : 12 Desember 2022
Nama Pekerjaan :  Belanja Madal Personal Computer (-) Printer
Nomor 5P :  02/5P-PRINTER/TRANSNAKER/2022
Tanggal : 30 Nopember 2022
Milai SP . Rp.  4.200.000,00

\aka pada hari ini kami yang bertanda tangan di bawah ini telah menyetujui Surat Permohonan tersebut beserta 2

lsmpiran - lampirannya dengan rincian sebagai berikut : ;3 r—_
(A)  Nilai Surat Pesanan (SP) : Rp. 4.200.000,00 ’
(8)  Pembayaran 100 % X A :  Rp. 4.200.000,00
(C)  Potongan - Rp. 0 e
(D)  Jumlah yang dibayarkan (B-C) Y Rp. 4.200.000,00 Py

Terbilang : Tiga Belas Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai lampiran kuitansi pembayaran dalam rangkap i, 11, il dan V.







